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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Ta’ala menciptakan kita dengan saling berpasangan yang bertujuan untuk saling membantu dan menutupi kekurangan satu sama lain serta untuk meneruskan keturunan. Jalan yang sah untuk meneruskan keturunan dalam islam adalah melalui pernikahan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, menjelaskan pengertian perkawinan, yaitu : “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Tujuan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Q.S Ar-Ruum Ayat 21 dijelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang didalamnya hadir rasa ketenangan, kenyamanan, cinta dan kasih sayang. Dengan kata lain keluarga dibentuk dari keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawadah), dan kasih sayang (rahmah). 
Keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah menjadi tolak ukur dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Tetapi dalam membangun dan menjalankan rumah tangga pasti kita akan mengalami berbagai problematika rumah tangga seperti perselisihan, pertengkaran, kesalahfahaman, masalah ekonomi, masalah seksual, perselingkuhan, dan bahkan menjurus pada kekerasan diantara kedua pihak. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan sebuah keluarga bisa berakhir dengan putusnya pernikahan atau perceraian dikarenakan tidak bisa menemukan solusi dalam menghadapi berbagai problematika rumah tangga tersebut. 
Dalam hal ini islam membenarkan putusnya pernikahan atau perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga dengan catatan perceraian merupakan jalan keluar yang baik dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan. Walaupun perceraian dibolehkan dalam hukum islam akan tetapi sesungguhnya perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Menurut A. Fuad Sa’id (2001:7) yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain.
Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. 
Di era moderenisasi seperti sekarang, dimana teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan utama dan pergaulan bebas yang semakin merajalela, banyak pasangan pengantin ditahun pertama sampai kelima pernikahannya sudah mulai goyah dan retak bahtera rumah tangganya sehingga banyak rumah tangga yang berujung dengan perceraian.  Perceraian yang terjadi di Kabupaten Kuningan disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, krisis akhlak, tidak saling mempercayai, tidak adanya tanggung jawab, perselingkuhan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh salah satu faktor kurangnya pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga. 
Berdasarkan pada data yang tercantun di halaman web “Si Kabayan” dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat, jumlah kasus perceraian di Kabupaten Kuningan pada tahun 2021 mencapai 2.971 kasus perceraian, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 3.049 kasus perceraian. Sedangakan berdasarkan data terakhir yang ada di KUA Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan, kasus perceraian di Kecamatan Mandirancan pada tahun 2021 mencapai 33 kasus perceraian dan pada tahun 2022 mencapai 48 kasus perceraian.
Pemerintah melalui Kementrian Agama yang diwakili oleh Kantor Urusan Agama tentu tidak tinggal diam dalam melihat tingginya angka perceraian. Kantor Urusan Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam hal penikahan dan perceraian. Kantor Urusan Agama terus melakukakan upaya untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan maksud meminimalisir terjadinya kasus perceraian. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan,  tugas pokok KUA Kecamatan yaitu melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.
Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Oleh karena itu KUA Kecamatan berkewajiban melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat dalam hal keagamaan seperti salah satu upaya yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan mandirancan dalam meminimalisir kasus percerian yaitu melaksanakan program bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang akan menikah.
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah “Kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga”. Kemudian dijelaskan juga tujuan dari kursus pranikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.
Meskipun demikian, sampai saat ini masih ada calon pengantin yang tidak mengikuti pelayanan program bimbingan pranikah karena kesibukan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal ini menyulitkan pihak KUA Kecamatan dalam yang menyelenggaraan pelayanan program bimbingan pranikah, sehingga membuat pelayanan program bimbingan pranikah ini tidak berjalan dengan maksimal.
Berasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pelayanan Program Bimbingan Pranikah Dalam Meminimalisir Kasus Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan)”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menemukan masalah dalam bentuk pernyataan masalah (problem statement) yaitu perceraian di Kabupaten Kuningan masih cukup banyak serta tingkat kesadaran masyarakat dalam mengikuti pelayanan program bimbingan pranikah masih minim, sehingga pelayanan program bimbingan pranikah belum optimal. Kemudian penulis merumuskan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan masalah (problem question) yaitu, sebagai berikut :
1. Bagaimana proses pelayanan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan?
2. Apa saja faktor penghambat dalam proses pelayanan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan dalam proses pelayanan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Madirancan Kabupaten Kuningan?
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui proses pelayanan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses pelayanan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan pada proses pelayanan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan.
1.3.2 Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
a. Skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi dalam wawasan disiplin Ilmu Administrasi Publik.
b. Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan tindak lanjut penelitian berikutnya.
2. Kegunaan Praktis
a. Skripsi ini dapat dijadikan bahan masukan bagi lembaga/akademik.
b. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk meningkatkan kinerja bagi pihak yang terkait.
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